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ABSTRAK

Nuroni, M. G. (2026). “Pemahaman civic knowledge siswa mts mamba'ul huda
terhadap implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak”. Skripsi. Program studi pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan, fakultas ilmu pengetahuan sosial, IKIP PGRI
Bojonegoro. Pembimbing: 1. Drs. Heru Ismaya, M.H. 2. Sely Ayu Lestari,
M.Pd.

kata kunci: civic knowledge, sistem peradilan pidana anak, diversi, restorative
justice, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman civic
knowledge siswa dan guru mts mamba'ul huda mengenai sistem peradilan pidana
anak serta mendeskripsikan pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 undang-undang
nomor 11 tahun 2012 tentang diversi di wilayah hukum kabupaten bojonegoro.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di mts mamba'ul huda dan pengadilan
negeri bojonegoro. Sumber data diperoleh dari guru pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan, hakim pengadilan negeri bojonegoro, siswa mts mamba'ul
huda, serta dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner sebagai data pendukung.
Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem peradilan
pidana anak, termasuk prinsip perlindungan anak, diversi, dan restorative justice.
Di pengadilan negeri bojonegoro, implementasi pasal 7 undang-undang nomor 11
tahun 2012 telah diterapkan melalui upaya diversi dengan mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi
kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi dan
keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, pemahaman civic knowledge
siswa berada pada kategori cukup baik setelah memperoleh penjelasan mengenai
sistem peradilan pidana anak. Siswa mampu memahami konsep dasar sppa, tujuan
perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif, serta pentingnya penyelesaian
perkara anak melalui pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi
undang-undang nomor 11 tahun 2012 di kabupaten bojonegoro telah sesuai
dengan prinsip perlindungan anak melalui penerapan diversi dan restorative
justice. Selain itu, pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
memiliki peran penting dalam meningkatkan civic knowledge dan kesadaran
hukum siswa sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang taat
hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara.



ABSTRACT

Nuroni, M. G. 2026. “Students' civic knowledge of mts mamba'ul huda on the
implementation of law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal
justice system”. Undergraduate thesis. Department of pancasila and civic
education, faculty of social sciences, IKIP PGRI Bojonegoro. Supervisor: 1.
Drs. Heru Ismaya,M.H. 2. Sely Ayu Lestari, M.Pd.

keywords: civic knowledge, juvenile criminal justice system, diversion,
restorative justice, civic education

This study aims to determine the level of civic knowledge of students and
teachers at mts mamba'ul huda regarding the juvenile criminal justice system
(sppa) and to describe the implementation and conformity of article 7 of law
number 11 of 2012 concerning diversion within the jurisdiction of bojonegoro
district. This study employed a descriptive qualitative approach. The research was
conducted at mts mamba'ul huda and the bojonegoro district court. The data
sources consisted of civic education (ppkn) teachers, judges of the bojonegoro
district court, students of mts mamba'ul huda, and supporting documents. Data
were collected through observation, interviews, documentation, and
questionnaires as supporting data. The data were analyzed through data reduction,
data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through
triangulation techniques.

The findings indicate that the civic education teacher has a good
understanding of the juvenile criminal justice system, including the principles of
child protection, diversion, and restorative justice. At the bojonegoro district
court, article 7 of law number 11 of 2012 has been implemented through diversion
by prioritizing the best interests of the child. However, its implementation still
faces challenges, particularly the limited public understanding of diversion and
inadequate supporting facilities. Furthermore, the students' civic knowledge was
categorized as fairly good after receiving an explanation of the juvenile criminal
justice system. The students demonstrated an understanding of the basic concepts
of the sppa, the objectives of child protection, the principles of restorative justice,
and the importance of resolving juvenile cases through guidance and rehabilitation
rather than punishment.

In conclusion, the implementation of law number 11 of 2012 in
bojonegoro district has been in accordance with the principles of child protection
through the application of diversion and restorative justice. In addition, civic
education plays an important role in improving students' civic knowledge and
legal awareness, thereby fostering law-abiding, responsible, and well-informed
citizens.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk
kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berpengetahuan, serta
memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan tidak hanya
berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media
pembentukan sikap, nilai, dan moral yang berlandaskan pada norma hukum
dan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia diarahkan
untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual,
tetapi juga memiliki kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial yang
tinggi.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam
mewujudkan tujuan tersebut adalah  Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn). PPKn berfungsi untuk membentuk warga negara
yang memahami dan mampu melaksanakan hak serta kewajibannya secara
bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PPKn, terdapat tiga komponen
utama yang harus dikembangkan, vyaitu civic knowledge (pengetahuan
kewarganegaraan), civic skills (keterampilan kewarganegaraan), dan civic
disposition (sikap kewarganegaraan). Dari ketiga komponen tersebut, civic
knowledge menjadi fondasi awal yang sangat penting, karena tanpa

pemahaman yang baik tentang konsep-konsep kewarganegaraan, siswa akan



kesulitan  dalam  mengembangkan  keterampilan ~ maupun  sikap
kewarganegaraan yang baik.

Civic knowledge mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan,
konstitusi, hukum, hak asasi manusia, serta berbagai peraturan yang mengatur
kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman siswa terhadap
hukum menjadi hal yang sangat penting, mengingat hukum merupakan
pedoman utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat. Dengan memiliki pengetahuan hukum yang memadai, siswa
diharapkan mampu bersikap kritis terhadap berbagai permasalahan sosial
serta tidak mudah terjerumus dalam perilaku yang melanggar hukum.

Namun demikian, perkembangan zaman yang semakin kompleks
membawa berbagai tantangan baru, khususnya yang berkaitan dengan
perilaku menyimpang di kalangan anak dan remaja. Fenomena kenakalan
remaja, kekerasan, penyalahgunaan teknologi, hingga keterlibatan anak dalam
tindak pidana menjadi permasalahan yang semakin sering dijumpai dalam
kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua anak
memiliki pemahaman yang cukup mengenai norma dan aturan hukum yang
berlaku. Di sisi lain, anak sebagai individu yang masih dalam tahap
perkembangan membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi
permasalahan hukum.

Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi tersebut, pemerintah
Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk
melindungi anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan



bentuk pembaruan dari sistem peradilan sebelumnya yang dinilai belum
sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang
ini ditegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus
mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan
restoratif (restorative justice), serta upaya diversi sebagai alternatif
penyelesaian perkara di luar pengadilan. Katadata (2025) Berdasarkan data
Direktorat  Jenderal = Pemasyarakatan =~ Kementerian  Imigrasi  dan
Pemasyarakatan, per 27 Mei 2025 terdapat 1.574 narapidana anak di
Indonesia

Penerapan sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan
restoratif menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang
bersifat menghukum (retributif) menuju pendekatan yang lebih humanis dan
edukatif. Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak
pidana yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina,
dilindungi, dan diarahkan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat
yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang
menekankan pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik.

Meskipun demikian, keberhasilan dalam penerapan undang-undang
tersebut tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada
tingkat pemahaman masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya adalah
siswa sebagai generasi muda. Pemahaman yang baik mengenai sistem
peradilan pidana anak akan membantu siswa untuk lebih memahami
konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, serta menumbuhkan

kesadaran untuk menjauhi perilaku yang melanggar hukum. Sebaliknya,



rendahnya pemahaman terhadap sistem hukum dapat menyebabkan
munculnya sikap apatis, ketidakpedulian terhadap aturan, bahkan perilaku
menyimpang.

Dalam lingkungan pendidikan, Kkhususnya di tingkat Madrasah
Tsanawiyah (MTs), siswa berada pada fase perkembangan remaja awal yang
sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Pada tahap ini, siswa mulai
membentuk pola pikir, sikap, serta identitas diri. Oleh karena itu, penanaman
nilai-nilai hukum melalui pembelajaran PPKn menjadi sangat penting.
Namun dalam praktiknya, pembelajaran PPKn sering kali masih berfokus
pada aspek kognitif semata, seperti menghafal konsep atau peraturan, tanpa
diimbangi dengan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif dalam
kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan civic knowledge siswa,
khususnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan,
belum berkembang secara optimal. Siswa mungkin mengetahui adanya suatu
undang-undang, tetapi belum memahami secara mendalam isi, tujuan, serta
implementasinya dalam kehidupan nyata. Hal ini juga berlaku pada
pemahaman terhadap sistem peradilan pidana anak, yang sebenarnya sangat
relevan dengan kehidupan mereka sebagai remaja.

MTs Mamba’ul Huda sebagai salah satu lembaga pendidikan yang
berperan dalam membentuk karakter siswa tentu memiliki tanggung jawab
dalam menanamkan pemahaman kewarganegaraan yang baik. Namun
demikian, sejauh mana siswa di MTs tersebut memahami civic knowledge,
khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

masih perlu dikaji secara mendalam. Apakah siswa hanya mengetahui secara



umum, atau sudah mampu memahami secara substantif mengenai konsep
keadilan restoratif, diversi, serta perlindungan anak dalam sistem peradilan.
Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana pemahaman tersebut
tercermin dalam cara pandang siswa terhadap permasalahan hukum yang
melibatkan anak. Apakah mereka memiliki sikap yang mendukung
pendekatan pembinaan, atau justru masih memiliki pandangan yang
cenderung menghukum. Hal ini menjadi penting karena pemahaman dan
sikap siswa hari ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan
sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipaparkan bahwa civic knowledge
memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum
siswa, khususnya dalam memahami sistem peradilan pidana anak. Namun,
masih terdapat kesenjangan antara konsep yang diajarkan dalam
pembelajaran dengan pemahaman siswa di lapangan. Oleh karena itu,
diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman civic
knowledge siswa terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai tingkat pemahaman siswa, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi
proses pembelajaran PPKn di sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini
diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan

kewarganegaraan serta menumbuhkan kesadaran hukum siswa sejak dini.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tingkat pemahaman civic knowledge siswa dan guru MTS
Mamba’ul Huda tentang tindak pidana anak?
2. Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 UU Nomor 11 Tahun
2012 tentang Diversi pidana anak di wilayah hukum Kabupaten

Bojonegoro dan di MTS Mambau’ul Huda?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman civic knowledge siswa dan guru
MTS Mamba’ul Huda tentang tindak pidana anak
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Diversi pidana anak di wilayah hukum

Kabupaten Bojonegoro dan di MTS Mambau’ul Huda.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
pembaca dan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pelaksaan
Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Diversi pidana anak di
wilayah Hukum Kabupaten Bojonegoro.
2. Manfaat praktis
a. Bagi siswa, agar dapat lebih memahami tentang tindak pidana anak
dan kedepannya menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi
melangga ketentuan hukum.

b. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai acuan untuk ikut



menanamkan pemahaman tentang pidana anak dan konsekuensinya.

c. Bagi Masyarakat, dapat memahami tentang pidana anak dan sebisa
mungkin untuk lebih peduli dengan anak-anaknya agar tidak
terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum.

d. Bagi Peneliti , sebagai pemenuhan tugas akhir kuliah.

E. Definisi Operasional
Definisi operasional ialah suatu definisi garis besar penelitian yang
diambil. Juga merupakan gambaran yang jelas tentang pengertian judul serta
istilah yang peneliti pakai. Tujuan dari adanya definisi operasional untuk
menghindari kesalahpahaman, karena ini merupakan sebuah penelitian yang
bersifat ilmiah, maka inilah beberapa istilah yang terdapat dalam judul

penelitian ini:

1. Civic knowledge
Civic knowledge dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan
siswa dalam mengetahui, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep
dasar kewarganegaraan yang mencakup sistem hukum, hak dan kewajiban
warga negara, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Menurut Sapriya (2017), civic knowledge merupakan
dimensi pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi
sebagai dasar bagi terbentuknya kesadaran dan partisipasi warga negara
dalam kehidupan demokratis. Selain itu, Winarno (2019) menyatakan
bahwa civic knowledge mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep
kewarganegaraan yang harus dimiliki peserta didik agar mampu bersikap

sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, civic



knowledge tidak hanya terbatas pada aspek mengetahui, tetapi juga
mencakup pemahaman yang mendalam serta kemampuan mengaitkan
pengetahuan tersebut dengan realitas kehidupan sehari-hari.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam penelitian ini diartikan
sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur proses penanganan anak
yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga
pembinaan, dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak. Menurut
Marlina (2012), sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme
khusus yang dirancang untuk menangani anak secara berbeda dari orang
dewasa, dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada
pembinaan. Selain itu, Setya Wahyudi (2011) menyatakan bahwa sistem
ini menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta
penggunaan alternatif penyelesaian perkara yang menghindari proses
peradilan formal. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya
dipahami sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya perlindungan
dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga
pelaksanaan putusan, yang dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip
perlindungan anak, keadilan restoratif, dan pembinaan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.



Selain itu, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang
memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mengutamakan
proses pembinaan dibandingkan dengan penghukuman (Nashriana, 2014).
Hal ini sejalan dengan pendapat Maidin Gultom yang menyatakan bahwa
peradilan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the
best interest of the child) (Gultom, 2010).

Dalam penelitian ini, Sistem Peradilan Pidana Anak dioperasionalkan
sebagai tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dasar, tujuan, prinsip,
serta proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuali

dengan ketentuan yang berlaku.



	PEMAHAMAN CIVIC KNOWLEDGE SISWA MTS MAMBA’UL HUDA TERHADAP  UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
	SKRIPSI
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I  PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat praktis
	E. Definisi Operasional


